BAB Il
KONSTRUKSI KEBIJAKAN LINGKUNGAN INDONESIA
TERKAIT DENGAN PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Isu pemanasan Global sudah sangat lama dibicarakan di kancah
dunia internasional, Indonesia sebagai negara tropis yang kaya akan
kekayaan hutan dan lautannya memiliki andil yang besar dalam
pengurangan emisi gas rumah kaca. Menyadari akan hal itu maka
Indonesia secara resmi menandatangani United Nations Framework
Convention on Climate Change di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal
5 Juni 1992, kemudian Pemerintah Indonesia mengesahkan dalam
Undang Undang No. 6 Tahun 1994 Tentang : Pengesahan United
Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan
Iklim).

Pengesahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 menjdi awal
komitmen pemerintah indonesia dalam upaya penurunan emisi gas
rumah kaca secara sukarela , yang kemudian disusul oleh beberapa
regulasi terkait baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah. Sebelum
dikeluarkannya beberapa sepuluh regulasi yang terkait penurunan emisi
gas rumah kaca, tentunya pemerintah Indonesia memiliki konsideran
atau pertimbangan tersendiri terhadap peraturan yang di buat, maka
dalam bab ini penulis mencoba memaparkan lebih lanjut mengenai
konsideran pemerintah dalam mengeluarkan regulasi penurunan emisi
gas rumah kaca pasca diratifikasinya Protokol Kyoto Pertama.

Dengan adanya pemaparan tersebut Kkita dapat mengetahui
alasan pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait penurunan
emisi gas rumah kaca di Indonesia, disamping itu Kita juga dapat

mengetahui faktor yang melatarbelakangi regulasi tersebut diterbitkan



apakah adanya desakan dari masyarakat atau ada hal lain yang
mempengaruhi  lahirnya regulasi tersebut yang kemudian disahkan
mulai di tingkat nasional hingga tingkat daerah, yang meliputi
Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri hingga
Peraturan Gubernur.

Berikut adalah beberapa konsideran pemerintah Indonesia yang
melatarbelakangi lahirnya regulasi terkait dengan penurunan emisi gas

rumah kaca di Indonesia pasca Protokol Kyoto Pertama.

A. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6
TAHUN 1994
Menimbang: a. bahwa perubahan iklim bumi yang diakibatkan oleh
peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer
akan  memberikan  pengaruh  merugikan  pada
lingkungan hidup dan kehidupan manusia;

b. bahwa dalam rangka upaya mencegah meningkatnya
konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, Konferensi
Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, pada
tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992 telah
menghasilkan ~ komitmen internasional  dengan
ditandatanganinya  United  Nations  Framework
Convention on Climate Change oleh sejumlah besar
negara di dunia, termasuk Indonesia;

c. bahwa dalam upaya mencegah berlanjutnya perubahan
iklim yang merugikan lingkungan hidup dan kehidupan
manusia, masyarakat internasional melalui Perserikatan
Bangsa-Bangsa telah menyetujui untuk mengupayakan
pengurangan emisi gas rumah kaca yang diproyeksikan
pada tahun 1990;



d. bahwa Indonesia mempunyai peranan strategis dalam
struktur iklim geografi dunia karena sebagai negara
tropis ekuator yang mempunyai hutan tropis basah
terbesar di dunia dan negara kepulauan yang memiliki
laut terluas di dunia mempunyai fungsi sebagai
penyerap gas rumah kaca yang besar;

e. bahwa komitmen negara-negara maju untuk
menyediakan bantuan dana dan alih teknologi kepada
negara-negara berkembang yang merupakan tanggung
jawab negara-negara maju, sebagaimana diatur dalam
United Nations Framework Convention on Climate
Change, perlu ditanggapi secara positif oleh
Pemerintah Indonesia;

f. bahwa Indonesia perlu ikut aktif mengambil bagian
bersama-sama dengan anggota masyarakat
internasional  lainnya dalam upaya mencegah
meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer,
karena itu Pemerintah telah menandatangani United
Nations Framework Convention on Climate Change di
Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 5 Juni 1992;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
Pemerintah  Indonesia memandang perlu untuk
mengesahkan United Nations Framework Convention
on Climate Change tersebut dengan Undang- undang.

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1)
Undang-undang Dasar 1945;*

! Dokumen Resmi Undang —Undang Republik Indonesia
Nmor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework
Convention On Climate Change (Terlampir pada CD )






B. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
32 TAHUN 2009
Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat
merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan
berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan;

c. bahwa semangat otonomi daerah  dalam

penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia telah membawa perubahan
hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan
pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;

d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin
menurun telah mengancam kelangsungan
perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya
sehingga perlu dilakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh
dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;

e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat
mengakibatkan perubahan iklim sehingga
memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup



karena itu perlu dilakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan
memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang
untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap
keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan
terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal

33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;2

C. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
17 TAHUN 2004

Menimbang :

a. bahwa tujuan nasional negara Republik Indonesia
sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

2 Dokumen Resmi Undang —Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Terlampir pada CD )



dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

b. bahwa Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1994 telah mengesahkan United Nations
Framework Convention on Climate Change (Konvensi
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Perubahan Iklim) yang mengamanatkan penetapan suatu
protokol;

c. bahwa perubahan iklim bumi akibat peningkatan
konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menimbulkan
pengaruh merugikan terhadap lingkungan dan kehidupan
manusia sehingga perlu dikendalikan sesuai dengan prinsip
tanggung jawab bersama yang dibedakan (common but
differentiated responsibilities) dengan memperhatikan
kondisi sosial dan ekonomi tiap-tiap negara;

d. bahwa sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara
dan mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia,
Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan
iklim, termasuk naiknya permukaan laut;

e. bahwa sebagai negara yang sedang membangun,
Indonesia perlu mengembangkan industri dengan
teknologi bersih khususnya yang rendah emisi;

f. bahwa sebagai negara tropis yang memiliki hutan
terluas kedua di dunia, Indonesia memiliki peranan
penting dalam mempengaruhi iklim bumi;

g. bahwa Protokol Kyoto mengatur emisi gas rumah
kaca akibat kegiatan manusia agar konsentrasi gas



rumah kaca di atmosfer stabil dan tidak
membahayakan sistem iklim bumi;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d, e,
f, dan g dipandang perlu mengesahkan Kyoto
Protocol to the United Nations Framework
Convention on Climate Change (Protokol Kyoto
atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Perubahan Iklim) dengan undang-
undang;

Mengingat:1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), (2), (4), (5),
Pasal 22A, dan Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang
Pengesahan United Nations Framework Convention on
Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4012); *

% Dokumen Resmi Undang —Undang Republik Indonesia



D. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2011
Menimbang : a. bahwa posisi geografis Indonesia sangat rentan
terhadap dampak dari perubahan iklim sehingga perlu
dilakukan upaya penanggulangan melalui mitigasi
perubahan iklim;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan
Bali Action Plan pada The Conferences of Parties
(COP) ke-13 United Nations Frameworks Convention
on Climate Change (UNFCCC) dan hasil COP-15 di
Copenhagen dan COP-16 di Cancun serta memenuhi
komitmen Pemerintah Indonesia dalam pertemuan G-
20 di Pittsburg untuk menurunkan emisi gas rumah
kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai
41% jika mendapat bantuan internasional pada tahun
2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (bussines
as usual/BAU), maka perlu disusun langkah-langkah
untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana AKksi
Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The
United Nations Framework Convention on Climate Change (Terlampir
pada CD)



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang
Pengesahan United Nations Framework Convention
on Climate Change (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka
Kerja Perserikatan Bangsabangsa tentang Perubahan
Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4403);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan = Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJP) Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5058);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 23);

10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIJMN) Tahun 2010 — 2014;*

E. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2011
Peraturan ini dikeluarkan berdasarkan pada pertimbangan sebagai
berikut

Menimbang :a. bahwa peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di
atmosfer telah mengakibatkan pemanasan global yang
memicu perubahan iklim global yang dapat

menurunkan kualitas lingkungan hidup;
b. bahwa dengan meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan

* Dokumen Resmi Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2011tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca (Terlampir pada CD )



Mengingat

Iklim, Indonesia ikut aktif bersama-sama dengan
anggota masyarakat internasional lainnya dalam
upaya mencegah meningkatnya konsentrasi gas
rumah kaca di atmosfer;

. bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
bertugas dan  berwenang  menyelenggarakan
inventarisasi gas rumah kaca;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang
Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Nasional;

: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang

Pengesahan United Nations Framework Convention on
Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3557);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang
Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations
Framework Convention onClimate Change (Protokol

Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan



Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5058);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);°

® Dokumen Resmi Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah
Kaca Nasional (Terlampir pada CD )



F. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR:
11 Tahun 2012

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan

infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang yang tanggap terhadap perubahan iklim perlu
pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim yang terpadu di dalam kegiatan pembangunan
melalui 4 (empat) subbidang, yaitu subbidang sumber
daya air, subbidang jalan dan jembatan, subbidang

keciptakaryaan, dan subbidang penataan ruang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

Mengingat :

pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum tentang Rencana Aksi Nasional
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian
Pekerjaan Umum;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang
Pengesahan United Nations Framework Convention On
Climate Change (KonvensiKerangka Kerja
Perserikatan Bangsa BangsaMengenai
Perubahanlklim)(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3557);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan  Gedung(Lembaran  Negara  Republik



Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber

Daya Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor38 Tahun 2004 tentang

Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan  Sampah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);



10.Peraturan Presiden Nomor 5Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;

11.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca,;

12.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
Nasional;

13.Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor
494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Strategi  Nasional
Pengembangan Perkotaan (KSNP Kota);

14.Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor
20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum(KSNP SPAM);

15.Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor
21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi

NasionalPengembangan Sistem Pengelolaan
Persampahan(KSNP-SPP);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014;6

® Dokumen Resmi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2012-2020 (Terlampir pada
CD)



G. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 12 Tahun 2012

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen

Mengingat :

b.

pengurangan emisi CO2 untuk mengurangi dampak
perubahan iklim;

bahwa industri semen merupakan salah satu
penyumbang emisi CO2 dari penggunaan energi dan

sistem proses produksi;

c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud

d.

dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu disusun
Peta Panduan (Road Map) Pengurangan Emisi
CO2 di Industri  Semen;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu diterbitkan suatu Peraturan Menteri
Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map)
Pengurangan Emisi CO2 Industri Semen di

Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang

Perindustrian ~ (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang

Pengesahan Kyoto Protocol to the United
NationsFramework Convention on Climate
Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka

Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa tentang



Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4403);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang
Konservasi Energi;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi



Kementerian Negara. Serta susunan organisasi,
tugas dan fungsi Eselon | Kementerian Negara.

10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas
Rumah Kaca (RAN-GRK);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu Il Periode Tahun 2009-2014;

12.  Peraturan  Menteri  Perindustrian ~ Nomor
105/MIND/ PER/10/2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Perindustrian;’

H. PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN
2012

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf j dan huruf
w, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
pemerintah berwenang menetapkan dan
melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian
dampak perubahan iklim;

b. bahwa untuk mengendalikan dampak perubahan iklim
dikembangkan program yang mendorong peningkatan
kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
ditingkat lokal;

” Dokumen Resmi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peta Panduan (Road Map ) Pengurangan
Emisi CO2 Industri Semen Di Indonesia (Terlampir pada CD )



Mengingat :

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup tentang Program Kampung Iklim;
1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor

16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup;®

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 131 TAHUN

Berdasarkan pada pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Peraturan Gubernur Nomor . 131 tahun 2012
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tentang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, pemerintah Indonesia
memilki beberapa pertimbangan dalam memutuskan peraturan ini.
Menimbang : bahwa sesuai komitmen Gubernur untuk
menurunkan 30% (tiga puluh persen) emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
pada tahun 2030 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana AKsi
Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang
Pengesahan United Nations Framework Convention on
Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja
Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan
Iklim);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka
Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan
Iklim;
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJP) Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;



6.

~

8.

9.

10

11.

12.

13.

14

15.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2010-2014;

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca;

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
Nasional;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara;



16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030;

19. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola
Lingkungan Hidup Daerah;

20. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

21. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang

Bangunan Gedung Hijau;’

J. PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 36 TAHUN 2012

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Pemerintah
Indonesia memiliki tiga pertimbangan.

Menimbang: a. bahwa Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAN-GRK
adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan

berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak

S Dokumen Resmi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
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langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai

dengan target pembangunan nasional,

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan

Mengingat : 1.

Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi
Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan
Presidan Nomor 71 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
Nasional dan Surat Edaran Bersama Penyusunan
Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca (RAD GRK) Nomor : 660/95/SJ/2012, Nomor :
0005/M.PPN/01/2012, Nomor : 01/MENLH/01/2012
maka Gubernur perlu menyusun Rencana Aksi Daerah
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
dengan berpedoman kepada RAN-GRK dan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang
Pengesahan United Nations/Framework convention on

climate change;



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor\ 4700);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2010-2014;

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 Tentang
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca,;

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca
Nasional;



8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri
E);lO
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